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Pada hari ini Rabu, tanggal 7 (tujuh), bulan Agrstus, tahuri dua ribu dua puhih
empat, bertempat di Jakarta, kami yams hertanda tangam di bawah ini:

I.        TITI    EK®    RAHAYtF,     Pit.    Sekretaris    Kementerian    Pemberdayaan

Perempuan  dan  PerlindHmgan  Anak  Republik  Indonesia,  dalam  hal  irri
bertindak untuk dan alas nana Kementerian Pemberdayaari Perempuan
dan Perlindurigari Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan

KEMENTERIAN

PEMBEBDAYAAN  PEREMPuAN  DAN  PEFiLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK  INDONESIA

coo PERATIORT AGREEMENT

BETveEN
THE MIRTISTRY ®F WOMEN'S BMPOWERMENT AND CHILD PROTE;CTI0N OF

THE REPUBLIC ®F INDORIESIA

AND

pT Mse INDOREslA coNsuLTIRTS
®N

STRERTGTHERIIRTG w®MEN9s EaeN®MIc EMp®wERMENT THROHGH

EcONOMIC IENCLUSIORT, DIGITAL FINARTCIAL INCLUSI®RT, AND CARE

EC®N®RT

NUMBER: ®07/ SetmemoBir®hh/ KL.®1 / 8/ 2®24

NUMBER: CPD/ M®U/®749/00®1 /2024

0n this day, Wednesday, Aungust 7th in the year two thousand and twenty-four,
in Jakarta, we, the undersigned:

1®    TITI   BK®   RAHAYU,   Acting   Secretary   to   the   Ministry   of  Women's

Empowerment and Chfld Ftrotection of the Republic of Indonesia, in this
matter   acting   for   and   on   behalf   of   the    Ministry   of   Women's
Empowerment   and   Child   Protection   of  the   Republic   of  Indonesia,
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Medari   Merdeka  Barat   Nomor   15  Jakarta  Pusat   10110,   selanjutnya
disehut PIHAK KESATU; dan

11.    GRACE RETNOWATE, Direlrfur FT MSce Indonesia Consulting, dalan hal
ini bertindak urrfuak dan alas nana Microsave Consulting (dikenal juga
dengan "Microsave"  atau "MSC"), yang berkedndukan di Revenue Tower
Lantai  21,  Jalan  Jenderal  Sudirman  Nomor   52-53,  Jakarta  Selatan
12190, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK  KESATU  darn  PIHAK  KEDUA yang  selanjutn:ya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahufu menerangkan hal-hal sebagal berikut:
a.       PIHAK  KESATtJ  adalah  kermenterian  yams  menyelenggarakan  urusan

pemeri]ctahan    di    bidang    pemberdayaari    perempuari    dan    tugas
pemerintahan di foidang perlindungam anak;

b.   PIHAK  KEDUA  adalah  firma konsultan inklusi keuarigari intermasional

yang   menawarkam   solusi   praktis   berhasis   pasar   untuk   lent)aga
pemeriutah,    1emfoaga   keuangari,    dart    perusahaan    yang    berfokus
membawa nilai kepada kelompok masyarakat berpenghasilam rendah; dam

a.   bahwa  dalam   rang]ra  mendukung   upaya  pemberdayaari   perempuari
melalui  inJrfusi  ekonomi  dan  infflusi  keuangan  digital  dan   ekonomi

perawatan, maka diperlukan kerja sama antara PARA PIHAK.

Berdasarkari  hal  tersebut  di  alas,  PARA  PIHAK  sepakat  untuk  melakukan
Perj.anjian Keria Sama tentang Pemguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Melalui  lnklusi  Ekonomi,  In]drLsi  Keuangam  Digital  dan  Ekomomi  Perawatan
demgan ketentuan schagal berikut:

domiciled  at  Jalan  Medan  Merdeka  Barat  Nomor   15  Jakarta  Pusat
101109 hereinafter referred to as the FIRST PARTY; and

11.    GRACE RETNOWATI,  Director of PT  MSC  Indonesia Consulting,  in this

matter acting for and on behalf of Microsave Consulting (also lmown as
"Microsave"  or  "MSC"),  domiciled  at  Revenue  Tower  Lantai  21,  Jalam

Jenderal  Sudirman  Nomor  52-53,  Jakarta  Selatan   12190,  hereinafter
referred to as the SEaeND PARTY.

The FIRST PARTY and the SEC®ItD PARTY, hereinafter collectively refeITed to
as the PARTIES, first make the following statements:
a.       The  FIRST  PARTY is the ministry overseeing government affairs in the

women's   empowermeut   sector   and   government   affairs   in   the   child

protection sector;
b.   The  SECOND  PARTY  is  am  international  financial inclusion  consulting

firm offering market-hased practical solutions to government institutions,
financial institutions,  and companies focused on bringing values to low-
income commuriity groups; and

a.   that in order to support the efforts to empower women through economic
inclusion   and   digital   financial   inclusion,   cooperation   between   the
PARTIES is necessary.

Based  on  the  foregoing,  the  PARTIES  agree  to  enter  into  a  Cooperation
Agreement   on   Strengtherring   Women's   Economiic   Empowerment   Throuch
Economic  Inclusion,  Digital  Financial  Inclusion,  and  Care  Economy with the
fouowing provisions :
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BABI

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1)      Pen.anjian  Ken.a  Sana  ini  dimaksudkan  sebagai  dasar  huEmm  baigi
PARA PIHAK untuk mengimplementasikam akselerasi keuangan digital

yang   responsif  gender   dan   in]d:usif  melalui   program   dan   inisiatif
pemberdayaan ekonomi perempuan.

(2)      Pen.anjian  KeH.a  Sama ini  ditujukan  untuk  meingkatkan  efektiwitas,
koordinasi,    dan    kerja    sana    PARA    PIHAK    dalam    pelaksamaem

pemberdayaan perempuan melalni irfusi ekonomi,  inidusi keuangan
digital, dan ekonomi perawatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingfup Pexp.anjian Kerja Sama iri yaitu:

a.   Pelaksanaan   penefitian   untuk   mendikung   rekomendasi   kebijakan
berbasis  hulrfu  dan  desain program  pemberdayaan  kewirausahaari  bagi

perempuari  yang  berperspekff gender  terkait  inklusi  ekonomi,  inidusi
keuangan digital, dan ekonomi perawatan;

b.   Pelaksanaari  model  bersama  program  pemberdayaan  perempuan  darn

perempuan muda dalam rangka memfoangun kapasitas kewirausahaang
transformasi digital, dan ekonomi perawatan;

CRAPTER I

puRpOsE AND OB`rEerlvE

Article 1

(1)     The purpose of this cooperation Agreement is to be a legal basis for the
PARTIES to implement gender-responsive and inclusive digital financial
acceleration  through  women's  economic  empowerment  programs  arid
initiatives.

(2)      The   objective   of   this   Cooperation   Agreement   is   to   improve   the
effectiveness,    coordiflation,    and   cooperation   of   the   PARTIES    in
irnplememtimg   women's   empowerment   throuch   economic   inclusion,
digital financial inclusion and care economyo

CHAPTER IE

SCOPE

Article 2
The scope of this Cooperation Agreement is:

a.   Conducting research to  support evidence-based policy recommendations
and  entrepreneurial  empowerment  program  desigris  for  women  with  a

gender   perspective   related   to   economic   incfusion,   digital   financial
inclusion, and care economy;

b,   Implementing  coflaborative  models  for  women's  and  young  women's
empowerment  programs  in  order  to  develop  entrepreneurial  capacity,
digital transformation, and care economy;
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co   Pengolahan,   analisis,   dan   penyediaan   data   untuk   praktik   terbaik
kepeminpinan,   pemberdayaan   kewirausahaari  bagi   perempuan  yang
berperspekff gender, dan ekonomi perawa.tan;

d.   Pengemfoangan  produk  pengetahuan  dan  diseminasi  informasi  terkait
dengan    pelaksanaan    program    peffiguatan    pemberdayaan    ekoELomi

perempuan balk di sektor publik dan privet; dan
e.    Hal  -  hal  lain yang  disepakati  PARA  PIHAK  dalam  rarigka penguatan

pemfoerdayaan    kewirausahaari    bagi   perempuan   yang   berperspelatif
gender.

f.    Pemantanan, evaluasi, dan pelaporan ken.a samar

BAB Ill

HAH DAN KEWAf]BAN

Pasal 3

(1)      PIHAK KESATu mempumyai hak:
a.       mendapatkan fasffitasi telmis pengolahan, analisis, dan penyediaari

data dan informasi dalam  program pemberdayaan kewirausahaan
foagi perempuan yang berperspektif gender terkait inklust ekonomi,
iEfflusi keuangan digital, dan ekonomi perawatam.

fo.      mendapatkan fasilitasi telmis pengolahan, analisis, dan penyediaan
data    dari     informasi     untuk    praktik     balk     kepeminpinan,
pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspckff
gender, dan ekenormi perawatan.

(2)      PIHAK KESATu mempunyal kewajifean:
a.       memberikan  pendampingan  dalam   pelaksanaari  peneHtian  yang

a.   Processing,  analyzing,  and  providing  data on leadership  hest practices,
entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective, and
care economy;

d,   Developing lmowledge products and disseminating iriformation related to
the   implementation   of   programs   to   strengthen   women's   economic
empowerment in both the public arid private sectors; and

e.   Other items as agreed by the PARTIES for the purpose of strengthening
entrepreneurial ermpowerment for women with a gender perspective.

f.    Monitoring, evaluating, and reporting the cooperation.

CRAPTER Ill
RIGHTS AND OBLIGATIONS

Article 3

(1)      The FIRST PARTY has the rights to:
a.       receive   technieal   fachitation   for   the   processing,   analysis,   and

provision of data and informfltion in entrepreneurial empowerment
programs for women with a gender perspective related to economic
incfusion, digital financial incfusion, and care economy®

b.       receive   teclrmical   facilitation   for   the   processing,   analysis,   and

provision  of  data  and  information  on  leadership  best  practices,
entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective,
and care economy.

(2)      The FIRST PARTY has the obligations to:
a.       provide guidance in the conduct of research that supports evidence-

www.gonitro.com

https:jdih.kemenpppa.go.id


mendukung  rekomendasi   kebijakan   berbasis  bulrfu  dan   desain

program   pemberdayaari   kewirausahaan   bagi   perempuan   yang
berperspcktif  gender   terkait  inlrfusi   ekonomi,   inidusi  keuangan
digital, dan ekonomi perawatan;

foa       memberikan  arahan  dam  masukan  dalam  program  pemberdayaarl
kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender  terkalt
in]alusi ekonomi, inJalusi keuamgan digital, dan ekonomi perawatan;

a.       menyediakan   materi   Komunikasi   Informasi   dan   Edukasi   (KIE)
terkait    pemberdayaan    kewirausahaan    bagi    perempuari    yarig
berperspekff   gender,    inklusi   keuamgan   digital,   dan   ekonomi

perawatan;
c.     memberikan pendampingan dalam proses penyusunan data terpflah

pelaksanaari  pemberdayaam  kewiransahaan  foagi  perempuan  yang
berperspekeif gender dan ekonomi perawatan; dan

d.     menyediakan sumfoer daya manusia yang mendukung pelaksanaan

pemberdayaan  kewirausahaam  bagi  perempuari yang iDerperspektif
gender   terkalt   infflusi   ekonomi,   indrfuisi   keuamgan   digital,   dan
ekonomi perawatan.

(3)      PIHAK KEDUA mempumyai hak:
a.       mendapatkan  pendampingan  dalam  pelaksanaan  penehitian  yang

mendukung  refromendasi   kebijakan   berbasis  bulrfu  dan   desain

program   pemberdayaari   kewirausahaari   bagi   perempuan   yang
berperspelstif  gender  terkalt  in]rfusi   ekonomi,   in]dusi  keuangan
digital, darn ekonomi perawatan;

b.      menerima data,  informast,  dan  materi  Komunikasi  Informasi  dam
Edukasi     (KID)     terkait     pemberdayaari     kewirausahaan     bagi

based  polity  recommendations  and  entrepreneurial  empowerment

program  designs  for  women  with  a gender  perspective  related  to
economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy;

fo.       provide   direction   and   input   in   entrepreneurial   empowerment

programs for women with a gender perspective related to economie
inclusion, digital financial inclusion, and care economy;

a.       make  available  Communication,  Information,  and  Education  (KIE)
materials related to entrepreneurial empowerment for women with a

gender perspective, digital finanedal incfusion, and care economy;
c.      provide guidance in the process of compiling disaggregated data for

implementimg   entrepreneurial   empowerment   for   women  with   a

gender perspective and care economy; and
d.     make available human resources that support the implementation of

entreprenourial empowerment for women with a gender perspective
related to  economic  inclusion,  digital financial inclusion,  and  care
economy.

(3)      The sEC®ND PARTY has the rishts to:
a.       receive gtridaflce in the conduct of research that supports evidence-

based  pofiey  recommendations  and  entrepreneurial  empowerment

program  designs  for  women  with  a gender  perspective  related  to
economic inclusion, digital financial inchision, and care economy;

b.       receive  data,  information,  and  Communication,  Information,  and
Edication (KIE)  materials related to  entreprenourial empowerment
for women with a gender perspective, digital financial inclusion, and
care economy; and
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perempuan yang berperspektif gender, inidusi keuangan digital, dan
ekonomi perawatan; dan

c.       mendapatkan pendampingan dalam proses penyediaan data terpflah

gender  terkalt  pelaksanaan  pemberdayaan  kewirausahaen  bagi
perempuan yams foerperspcktif gender dan ekenomi perawatan.

(4)      PIHAK KEDtFA mempunyai kewajiban:
a.       melaksanakali      penefitian      terkait      program      pemfoerdayaan

kewirausahaan bagi perempuam yang berperspektif gender  terkalt
inldusi ekonomi, inddusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan;

b.      meHifasilitasi   pengolahan,   analisis,   dan   penyediaari   data   dan
imformasi   dalam   program   pen.herdayaan   kewirausahaam   brfu

perempuan  yang   beaperspelctif  gender   terkalt  inklusi   ekonomi,
infflusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan;

a.       memfasffitasi   pengolaham,   analists,   dan   perryediaarH   data   dan
informasi   untuk   praktik   baik   kepeminpinan,    pemberdayaari
kewiratlsahaan  bagi  perempuan  yang  berperspektif gender,  dan
ekonond perawatan;

d.       memfasflitasi    diseminasi    informast    dengan    berbagal    PIHAK,

e.

lembaga pemerintali,  organisasi,  dan komumitas serta maayarakat
umum yang telah menerapkan inisiatif dan  strategi dalam upaya

penguatan  pemberdayaam  kewirausahaari  bagi  perempuam  yang
berperspelstif  gender  terkait  inldusi  ekonomi,   inkLusi  keuangan
digital, dan ekonomi perawatan; dan
memfasflitasi  dari  mendukung  koordinasi  dengan  PIHAK  terkait
atau   pemangku   kepemtingam   lainnya   dalan   perencanaali   dan

pelaksariaari program.

c.       receive  guidance  in  the  process  of providing gender-disagregated
data related to the inplementation of entrepreneurial empowerment
for women with a gender perspective and care economy.

(4)      The SECOND PARTY has the obifeations to:
a.       conduct    research    relevant    to    entrepreneurial    empowerment

programs for women with a gender perspective related to economic
inclusion, digital financial inclusion, and care economy;

b.       facilitate   the   processing,   analysis,   and   provision   of  data   and
information in entrepreneurial empowerment programs for women
with  a  gender  perspective  related  to  economie  inclusion,  digital
financial inclusion, and care ecolromy;

c.       facilitate   the   processing,   analysis,   and   provision   of  data   and
information     on     leadership     best     practices,     entrepreneurial
empowerment  for  women  with  a  gender  perspective,   afld   care
economy;

d.       facilitate  the  dissemination  of  information  to  various  PARTIES,

e.

government institutions, organizations, and communities as well as
members the public that have adopted iritiatives and strategies in
efforts to strengthen entrepreneurial empowerment for women with a

gender  perspective  related  to  economic  inchisiom,  digital  financial
inclusion, and care economy; and
faciHtate  and  support  the  coordination with  relevant  PARTIES  or
other stakeholders during program planning and inplementation.
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(5)      PARA PIHAK mempunyai hak untuk:
a.      mendapatkari    akses    alas    hasil    penelitian    terhait    program

pemberdayaari kewirausahaan bagi perempuan yang herperspe]rfuf
gender   terkait  irfflusi  ekonomi,   inlrfusi  keuangan  digital,   dan
ekonomi perawatan; dan

b.      mendapatkan dukungan sumbelf daya manusia dalam pelaksanaari

pemberdayaari  kewirausahaari bagi perempuan yang berperspe]rfuf
gender   terkait  in]dusi  ekonomi,   inlrfusi  keuangan  digital,   dan
ekonomi perawatan termasuk uutuk se]ator publik dan privat.

(6)      PARA PIHAK mempunyal kewajiban unfuk:
a.      melaksanakan      mo del       bersama      program       pemberdayaan

kewiratlsahaan bagi perempuan yang berperspe]stif gender  terkait
injdusi ekonomi, inffiusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan;

b.      melaksanakam pemantauan,  evaluasi,  dan pelaporan pelaksanaan
keria sana.

c.       melalstAkan  pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporari  paling  sediELt  1

(satu)   kali  dalam  6   (enam)   bulan  baik  secara  sendiri  maupun
bersana-sana.

BAR IV

PBLAKSANAAN

Pasal 4
Pelaksanaan Perianjian Kerja Sama ini akam ditindaklanjuti oleh PARE PIHAK
sesual  dengan  rencana  aksi  yang  telah  disusun  dan  disepakati  bersana
sebagaimana   tercantum   dalam   Lampiran   yang   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Pep.anj.iari Kerja Sama ini.

(5)      The pARTIEshave the rights to:
a.       receive access to the results of research relevant to entrepreneurial

empowerment programs for women with a gender perspective related
to econoHiic inclusion, digital financial inclusion, and care eeomomy;
and

b.       receive    human-resource    support    in    the    implementatinn    of
entreprenenrial empowerment for women with a gender perspective
related to  economic  inclusion,  digital financial inclusion,  and care
economy, incfuding for the public and private sectorso

(6)      The pARTIEs have the obligations to:
a.       implement  collaborative  models  for  entrepreneurial  empowermeut

programs for women with a gender perspective related to economie
inchasion, digital financial inclusion, and care ecoflomy;

b.       conduct  morritoring,  evahiation,  and  reporting  of the  cooperation
implementation.

a.       conduct monitoring, evalHation, and reporting at least once every 6

(six) months, whether individually or jointly.

CHAPTER IV

IMPLEMENTATEORI

Arfucle 4

The implementation of this Cooperation Agreement will be followed through by
the PARTIES according to the acfron plan that has been prepared and mutuany
agreed  as   specified  in  the  Armex,  whieh  forms  an  integral  part   of  this
a ooperation Agreement.
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BABV

JARTGKA WAKTU

Pasal 5

(i)      Perjanjian  Ker}.a  Sama  ini  berlakth  untuk jaffidsa  waifeu  3  (tiga)  tafi:un
terhitung  sejak tanggal ditandatangani dan  dapat  diperpamjang dengan

persetujuan tertuHs oleh PARA PIHAK.
(2)      Unfuk  perpanj.angan  Perjanjian  Kerja  Sama  ini,  PARA  PEHAK  terlebih

dahulu melakukan konsultasi alas rancangan Perjanjian Kelj a Sama yang
barn   selambat-1ambatnya   30    (tiga   puluh)   hari   kalender   sebelum
beralthirnya Perjanjian Ken.a Sama iri.

(3)      Dalam hal salah satu PIEIAK foerkeinginan untuk menga]thfiri Perjanjiari
Ken.a Sama ini sebelum jangka waktu schagainana dinaksud pada ayat

( 1)  berakhir,  maka  PIHAK  yang  berkeinginari  untuk  mengakhiri  wajib
memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lairmya
selambat-1ambatnya 30 (tiga prifuh) hari kalender sebelumnya.

RAB VI

KEADAAN KAHAR (F®RCE jIAHREZ7REj

Pasal 6

(1)    Keadaari kahar  uro7ice  777cajezt7ie)  dalam  Perianjian irfu yaitu  setiap peristiwa
atau keadaari yang teljadi di luar fuasa/kemampuan manusia atau PARE
PIHAK seperti huru-hera,  perang  atau  terjadi gejala-gejala alam lainnya

juga perubahan kondist termasuk perubahan kondisi dan situasi polftik,

CHAPTER V

TERM

AIcle 5
(1)     This cooperation Agreement is vafid for a term of 3 (three) years as of the

date  of  sigrring  and  may  be  extended  upon  written  approval  of  the
PARTIES.

(2)      To    extend   this   Cooperation   Agreement,    the    PARTIES   first    hold
coflsultation on the  draft new CooE!eration Agreement no  later  than  30

(thirty) calendar days prior to the expiry of this Cooperation Agreement.
(3)     In  the   event   that   any   of  the   PARTIES   intends   to   terminate   this

Cooperation Agreement prior to  the  expiry of the term  as referred to  in

paragraph (1), the PARTY having the intention to terminate must notify
the  other  PARTY  of such intention  in writiflg  no  later  than  30  (thirty)
calendar days prior thereto.

CHAPTER VI

FORCE MAJBURB

AIiele 6

(1)   Force  map.Cure  in  this Agreement  is  any  event  or  circumstance  oacuITing
beyond the control/power of humans or the PARTIES such as riot, war, or
other  natural  phenomenon  as  weH  as  change  in  conditions  including
change  in  political,  eeonomie,  or  legal  conditions  and  situations  of  a
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ekonomi  maupun  hukum  yang  bersifat  nasional  dari  luar  I)iasa  yang
dinyatakan  oleh pemerintah  sebagai keadaari kahar  urorae 77Laje«re)  yang
mengaELbatkan   salah   satu   PIHAK   atau   PARA   PIHAK   tidak   dapat
memenuhi   kewajiban   yang    diperjanjikan   sesuai    demgan   ketentuan
sebagaimana dinaksud dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang
Hriha Perdata.

(2)   Apabfla ten.adi keadaan kahar tforce 77rajcare) sebagainana dimaksud pada
ayat    (1)    sehingga   salah    satu    PIHAK   tidak    dapat    melaksanakan
kewajibarmya,   maka  PIHAK  yang  mengalami  keadaan  tersebut  wajib
memberitahukari  secara  tertulis  kepada P=HAK  lainnya  dalam  tenggang
waktu palfmg lama 7 (tujuh) hari kalender sejak ten.adinya keadaan kahar

lfo7lce 77rajelf r€) tersebut.

(3)   Berdasarkan keadaari kahar  uro7ice mczjezJre)  sebagainana dimaksud pada
ayat ( 1), PARA PIHAK sepakat urrfuk mengalthjri Perjanjian dan tidak akarL
saling menurfut dan/atau hila keadaan memungkinkan akan melakukan
dishasi lebih lanjut dengan memberikan kesempatari kepada PIHAK yang
mengalami keadaari kahar UTorce mczjez{re) untuk melamjutkan pelaksanaarn
isi Pep.amjian Keria Sama iri.

BAB VII

K®RESP®NDENSI

Pasal 7

(1)      Ufltuk kelancaran pelaksariaari Pep.anjian Kelja Sama irfu,  PARE PIHAK
sepakat  menunjuk  perwahilanffiya  sebagai  Penanggumg  Jawafo  masing-
masing yaitu:

national  and  extraordinary  nature  declared  by  the  goverrment  as  force
majeure that renders a PARTY or the PARTIES unable to meet the agreed
obligations in accordance with the provisions as refeITed to in Articles 1244
and 1245 of the Indonesian Civil Code.

(2)   If  force  majeure  as  referred  to  in  paragraph  (1)  ocours  that  renders  a
PARTY unable to perform its obfigations,  the PARTY suffering therefrom
must  notify  the  other  PARTY  in  VI7riting within  a  maximum  period  of 7

(seven) calendar days following the occurrence of the force majeure.
(3)   On the basis of force majeure as referred to in paragraph (1), the PARTIES

agree to terminate the Agreemeflt and release each other from an:y clains
and/or  if  the  circumstances  permit,  will  hold  furfuer  disoussions  by
aHowing  the   PARTY   suffering  therefrom   the   opporfunity  to   continue
inplementing the contents of this Cooperation Agreement.

CHAPTER VII

CORRESPONDENCE

AIcle 7
(1)     For  the   smooth  inplementation  of  this  Cooperation  Agreement,   the

PARTIES   agree   to   appoint   their   respective   representative   as   their
Responsible Person, namely:

www.gonitro.com

https:jdih.kemenpppa.go.id


a.       PIIIAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungari Amak
Penamggung Jawah         : Kepala Biro Hukum dan Humas
Alamat                               : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15,

Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telepon                                 : 021-34834571

E-mail                                : keri.asama@kemenpppa.go.id

bo       PIIIAK KEDUA

PT MSC Indonesia Consulting
Penanggung Jawab         : Grace Retnowati
Alanat

Telepon
E-mail

: Revenue Tower Lantal 2 1, J1. Jenderal
Sudirman Nomor 52 -53, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

: 021-40001159/39501014

: graceretriowati@icrosave. net

(2)   Dalam hal terjadi pembahan Penanggung Jawab dan/atau alamat oleh
PARA PIHAK wajib diberitahukan secara tertulis paling lanbat 7 (fujuh)
hari kalender sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

(3)   Apabfia tidak ada pemberitahuan oleh PIHAK tersebut, maka perubahan
alamat tidak akan diakui oleh PIHAK lainmya dan alamat sebagainama
dinaksud pada ayat ( i) tetap menjadi alamat yang diakLii dan berlaku.

a.       FIRST PARTY
Ministry of women's Empowerment and Child Protection
Responsible person         : He&d of Legal and pubhic Relations Bureau
Address                             : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 1 5,

Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Phone                                    : 021-34834571

E-mail                                : kerjasama@kemenpppa.go.id

b.        SECOAVD PARTY

PT MSC Indonesia Consulting
Responsible person         : Grace Retnowati
Address

Phone
E-mad

: Revenue Tower Lantai 21, J1. Jenderal
Sudirman Nomor 52 - 53, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

: 021-40001159/39501014

: graceretnowatioricrosave. net

(2)   In the event of any change in the Responsible Person and/or address of a
PARTY, it must be notified to the other PARTY in writing no later than 7

(seven) calendar days prior thereto.
(3)   In the absence of arry notice by the PARTY, the change in address will not

be ac]mowledged by the other PARTY and the address as referred to in

paragraph ( 1) remains the acEmowledged and valid address.
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BAB Will

PENDANAAN

Pasal 8
PendanaaE:1  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  Perjanjian  Keria  Sana  ini
hersumber dari amggarari PARA PIHAK dan/atau sumber-sumfoer lain yang sah
dan tidak mengikat sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAR IX

PENRELESAIAH PERSELISIHAN

Pasal 9
Dalam hal terjadi persefisihan atau perbedaan penafsiram dalam pelaksanaan
Pe¢anjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk memyelesaikan secara
musyawarah untuk mufakat.

BABX

KETBRTUAN IAIEN RAIN

Pasal 10

(1)      Pen.anjian ini diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia dan PARA
PIHAK  berkewajibari  untuk  melaksanakan  dam  mematuhi  peraturan

perundang-umdangan yang  herlaku  di  Negara  Republfi=  Indonesia yang
terkalt  atau  sehubungan  demgan  pemenuhan  pelaksanaan  Perjanjian
KeH.a Sana ini,

CRAPTER VIII

FUNDING

Ifficle 8
The ftmding required for the implementation of this Cooperation Agreement is
sourced from the budgets of the PARTIES and/or other legal and non-binding
sources in accordance with the provisions of the laws and regulations.

CHAPTER IX

DISPUTE RESOLtITI0N

AIcle 9
In the event of any dispute or difference in inteapretation in the implementation
of this Cooperfltion Agreement, the PARTIES agree to resolve it amicably.

CHAPTER X

MISCELIANEOHS PROVISIONS

Jthcle 10

(1)     This Agreement is governed by the laws of the Repubhic of Indonesia and
the PARTIES are obliged to satisfy and comply with the applicable laws
and regulations in the  Repubife of Indonesia related to or in cormection
with achieving the implementation of this Cooperation Agreement.
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(2)      Segala  permbahan  berkenaan  dengan  ist  dan  maksud  Perjanjian  Kerja
Sama  ini  dapat  dfialoukan  alas  persetujuan  PARA  PIHAK  dan  dibuat
dalam  bentuk  penibahan  (ac!cze7rdz4m)  yar}g  merupakan  sarfui  kesatuan

yang tidak terpisahkan dari Perianj.ian Keng.a Sama ini.
Peq.anjian Kerja Sama ini disusun dalam 2  (dua)  bahasa, yaitu Bahasa
Indonesia dan Bahasa Imggris.
Dalam  hal  ten.adi  penafdran  arti  yang  berbeda  terhadap  dokumen
Perianjian  KeH.a Sama  sebagainana dimaksud  pada ayat  (3),  dofumem

yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.
(5)      PARA  PIIIAK  sepakat untuk  tidck menggunakan nana masing-masing

PIHAK  dalam  bentuk  kegiatan  atau  pub]ikasi  lain  tanpa  persetujuan
tertulis dari PARA PIHAK.

(6)      Hasfl  kajian  dan kegiatan yang  diperoleh  berdasarkan  Perjanjian  Kerja
Sama ini adalah milik t}ersama PARA PIHAK,  kecuali jika telah secara
tegas disampaikali oleh salah satu PIHAK secara tertulis.

(7)      PARA  PIHAK memperoleh  hak  eksELusif untuk  mempublikasikari  atau
menyebarluaskan hasil kajian yang dihastlkan dalam berfoagai bahasa.

(2)     Any  change  concerning  the  contents  and  purpose  of this  Cooperation
Agreement may be made upon approval of the PARTIES and is made in
the form of an amendment (addendum), which forms an integral part of
this Cooperation Agreement.

(3)     This  Coopera.tion  Agreement  is  prepared  in  2  (two)  languages,  namely
Indonesian and English languages.

(4)      In  the   event  of  any  difference  in  interpretation  of  meaning  in  the
Cooperation  Agreement  document  as  referred  to  in  paragraph  (3),  the
Indonesian language document serves as a reference.

(5)     The PARTIES agree not to use the name of each PARTY in any form of
activity or other pnfolication without written approval of the PARTIES.

(6)     The results of the studies and activities obtained under this Cooperation
Agreement are the joint property of the PARTIES, unless expressly stated
otherwise by a PARTY in wl-itingo

(7)     The PARTIES obtain exclusive rights to publish or distribute the produced
results of the studies in various languages.
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 1

Pen.amjian Keq.a Sama ini mulai foerlaku pada tamggal ditandatangari oleh
PARA PIHAK.

Peg.anjian Keng.a Sana ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani
di   atas   kertas   bermeteral   cufup,   serta  masing-masing  mempurryal
kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.

CHAPTER XI

CLOSING PROVISIONS

jfficle 1 1

(1)     This cooperation Agreement comes into effect on the date of signing by the
PARTIES.

(2)     This  Cooperation Agreement  is  made  in  duplicate,  executed  on  a  duly
stanped paper, and each has the same legal force and is binding on the
PARTIES.
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LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAIV PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN FT MSC INDONESIA

CONSUIJTING

NOMOR: 007/Setmen.Birofihi/ KL.01 /8/2024

NOMOR: CPD/MOU/0749/0001/2024

TENTANG

PENGUATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI INKLUSI

EKONOMI, INKLUSI KEUANGAN DIGITAL,  DAN EKONOMI PERAWATAN

PR®GRARI:/KEGIATARI ESTIMASI WAKTU LORASI
PENARTGGENG JAWAB

MICROSAVECONSULTING KEMERTPPPA

1.   Pelaksanaan  penelitiafl  untuk  rmetidukumg  rek®rmemdasi  kebijakam  berbasis  bukti  dan  desain  pF®graffi  pemberdayaafl  ekom®rmi
pe#ermpuan terkaif iflklusi ek®n®mi, inffiusi keuangan digitalg dan ek®nomi perawataEL

1.1 Stndi eksploratif mengenai agen bank perempuan BRILink Februari - November ScfmxpEing sessNlai V

untuk memberikan rekomendasi produk, 1ayanan, dan 2024 dengan ketersediaafl
kebijakan berbasis gender bagi pembuat kebijakan dan PIHAK BRI
Lembaga penyedia keuangan
1.2 Jmde8enfroz paper mengenal ekonomi perawatan dan model Januay - Juni 2025 Ditentukan kemudian V V

penyediaan pengasuhan anak di Indonesia
2®   Pelal=saflaafl uji coba program pemberdayaam ekom®rmi dalaffl ramgiva membamgrffi kapasitas kewiFausahaaH, pemberdayaam ek®flormi

pereffipuan terkatt inklusi ek®nomi, iflklHsi keuamgam digitalg dam ekoffi®rmi perawatam
2® 1 Uji coba model ekonomi perawatam dari model penyediaan July 2025 - June Ditentukan kemudian V V

pengasuhan anak dari standardisasi c8czgcare di Indonesia 2026
-    Menjadikan Desa Ramah Anak dan perempuan sebagal

1ckasi uji coha
-     Bekeng.a gama dengan selator swasta untuk memperkuat

penyediaan daycare di .daerah
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2.2  Tindak lanjut studi Perempuaji dan Pinjaman Online July - December 2026 Ditentukan kemudian V V
melalui Karmpanye Penibahan Perilaku untuk perlindungan
konsumen perempuan
Kampanye perubahan perilaku /bchc!utour cha7tge compczI.gpt/
dengan berbagal actor dan peman8ku kepentingan untuk
pengguna pinjaman online peremuan
3.   Pemg®lahaflS amalisis daft peflyediaan data untuk praktiH terbaik kepemimpiitang pemberdayaafl kewiraHsahaan bagi perempuafl yams

berperspektif gender, dan ekomormi perawatan
3.1 Studi, pengolahan dan analisa data terkalt Sistem Belanja October 2026 ~ March V V

Pubfik yang Responsif Gender (Gefider Responsive Prfelic 2027
Proourement)

-    Studi penilalan kebutuhan terkalt praktik terkini
-    Rekomendasi sistematis untuk meningkatkan partisipasi

perempuan dalam Sistem Belanja Publik
4® Peflgembaflgam produk pengefahmaH dan disem±nasi iHf®rmasi terkait deHgan program peffi9uatafl pembe#dayaaffi ek®Hormi perermpuaffi

balk di sektor public dan privet
4.1 Diseminasi informasi, pelatihan, pertukaran pengetahuan, Ditentukan kemudian Ditentukan kemudian V V
terkait deflgan pelaksanaan program penguratan pemberdayaan
ekonomi,inRIusi digital, ge7tder-respo7ts€z/e pttzpzie p7iooureme7t€,
dam ekonomi perawatan
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ANNEX

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRT OF WOMEN'S

EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC 0F INDONESIA AND

FT MSC INDONESLA CONSUIJTING

NUMBER: 007/ Setmen.Birohh/ KL.01 /8/2024

NUMBER: CPD/MOU/0749/OO01/2024

0N
STRENGTHENING WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH ECONOMIC

INCI,USI0N, DIGITAI, FINANCIAL INCLUSION, AND CARE ECONOMY

PROGRAM/ACTIVITY ESTIMATED TIME LOCATION
RESPONSIBLE PERSON

MICROSARECONSULTING Mormcp

1.   Conducting research to support evideflce-based policy recommefldatiom€ and w®men's ecoflomic empowermeflt prog#arm designs related
to economic iflclusiom, digital rinancial inclusion, and care economy

1.1 Exploratory study on female BRILink bank agents to offer February - November Sampling according to V

gender-based product, service, and poliey recommendations 2024 BRI's availability
to policymakers and Financial institutions
1.2 Incidental paper on care economy and childcare provision January - June 2025 To be determined V V

model in Indonesia
2.   Implementiflg a pilot economic ®mpowermeflt program in order to develop women's entrepreneurial capacity9 economic empowerment

related to ec®m®mic inclusioflg digital financial inclusi®m, and care ecoflomy
2.1 Piloting of care economy model and childcare provision July 2025 -June 2026 To be determined V V

model and daycare standardization in Ifidonesia
-      Making Descz Rczrmah A7tafe czcE7t pejiempzffl7t (Child-and

Women-Friendly Village) the piloting location
-     Collaborating with the private sector to strengthen

daycare provision in regions
2.2  Fdiow-up action to Perempuan dam Pdyaman Ontine July - December 2026 To be determined V V

{Women and Online Loans) study through Behavior Change
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Campaigri to protect female consumers
Behavior change campaigri with various actors and
stakeholders for female online loan users
3®   Processing, analyzing, and pr®vidiflg data on leadership best practices, efltrepreneurial empowerment for women with a gender

perapective, and care economy
3® 1 Study, processing, and analysis of data related to Gender- October 2026 - March V V

Responsive Public Procurement System 2027
-    Study of needs assessment related to ouffeflt practices
-    Systematic recommendations to increase women's

participation in Public Procurement System
4. Developing knowledge products and dissemiflatiflg information related to programs to strengthen womefl9s economic empowerment in

both the public and private sectors
4.1 Dissemination of information, training, lmowledge To be determined To be determined V V

exchange related to the implementation of programs to
strengthen economic empowerment, digital inclusion, gender-
responsive public procurement, and care economy
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